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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasonal, Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat 2019 - 2023 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tfahun mendatang.
Renstra Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi,
misi, tujuan,  strategi,  kebijokan, program, dan  kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 -
2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2018 - 2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas
sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
NTT, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas
daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup Pertumbuhan dan
Pemerataan Pembangunan yang mempertimbangkan Daya Dukung
Lingkungan, Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak
yang berkelanjutan, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Masalah Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas
HidupMasyarakat NTT, Reformasi Birokrasi dan Reforma Agraria.

Dengan ditetapkannya Renstra dan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat ini maka selanjuthya Renstra harus
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) di
lingkungan Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat serta
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahun mulai tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023.
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Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan  seluruh  amanat
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut ke
dalam sasaran program dalom 5 (lima) tahun ke depan, seluruh
jajaran Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan
dapat mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus
berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan infrastruktur.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA Tk |
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah mengamanatkan bahwa visi,
misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
menjadi dokumen resmi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 -2023 ini
disusun. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan
bahwa setfiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
permasalahan dan isu strategis, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijokan, rencana program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang

disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di  atas, maka
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu SKPD menyusun Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang
selanjutnya disebut Renstra PUPR sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023.
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Renstra Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dokumen
perencanaan yang penting, karena dalam masa &5 (lima) tahun
kedepan Dinas Pekerjaoan Umum dan Perumahan Rakyat
berkewaqjiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuaqi

dengan dokumen perencanaan ini.

Urgensi dan fungsi penyusunan  Renstra Pekerjoan Umum dan

Perumahan Rakyat adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat selama tahun 2018-2023

2. Kontrak kerja antara Gubernur dengan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

3. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT

4. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat pula
dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah
pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komperhensif dan
tepat fokus akan masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi
oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan Visi Misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam
dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum yang
kemudian diteriemahkan kedalam program-program pembangunan
bidang Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya
diuraikan dalom kegiatan-kegiatan yang mendukung program

tersebut.
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Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan

Rencana kerja pemerintah daerah RPJMD dengan tahapan :

- Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah

- Telaah Renstra Kementerian Pekerjoan Umum dan Perumahan
Rakyat

- Telaahrencana tataruang dst...................

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 — 2023 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 fentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4377);(pembatalan oleh MK sehingga menghidupkan kembali UU

Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tfentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Rl tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4725);

7. Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );

9. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

10. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintfahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjowaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor é Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4405)

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintfah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 fentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2010 -2014, (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 11);

19. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan
penanggulangan kemiskinan;

20. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah;
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21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun
2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD dan RPJMD
serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2011
tanggal 15 April 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur tahun 2010 — 2030;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2014
tanggal 16 Januari 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 - 2018;
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27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara TimurTahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011).

28. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ~ Nomor
1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 0017,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

30. Serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Rencana Strategis ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai acuan / pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan stakeholder dalaom menentukan
prioritas program lima tahun ke depan (2018 — 2023).

2. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan.

3. Sebagai dasar bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat serta masyarakat dan instansi terkait
lainnya untuk memahami dan menilai program dinas

seloma lima tahun ke depan.
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4. Sebagai dasar dalam mewujudkanMisi Kepala Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ftelah ditetapkan,
secara bertahap melalui  program dan  kegiatan
pembangunan dengan sasaran, arah kebijokan dan

rencana program/kegiatan yang jelas.

b. Perencanaan Strategis Dinas Pekerjoan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun

dengan tujuan untuk :

1.

Terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyatsecara mantap dalam
mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang ftelah ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 — 2023.
Terselenggaranya perencanaan berbagai kebijokan dan
strategi  percepatan pembangunan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat kearah yang Lebih baik
dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat,
transparan dan semakin kompleks.

Memberikan komitmen bagi aparatur Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan masyarakat dalam
menjalankan aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
Mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian
terhadap perubahan yang mungkin terjadi.

Mewujudkan infrastruktur bidang Pekerjoan Umum dan
Perumahan Rakyatyang handal dan berkelanjutan dalam
bingkai masyarakat NTT Bangkit Menuju Sejahtera.
Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal
antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Dinas

Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat.
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1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Renstra-PUPR tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan
hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistimatika
penulisan.

Bab Il Gambaran pelayanan Dinas Pekerjoan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang memuat Tugas, Fungsi,
dan Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja
Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi NTT.

Bab lll.  Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pekerjoan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang memuat identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Dinas PUPR, Telaan Visi Misi dan Program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra KL dan Renstra
Dinas PUPR, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran yang memuat tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas PUPR.

Bab V.  Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.

Bab VII.  Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan.

Bab VIll. Penutup.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019
tentfang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi  Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas dan
fungsi sesuai  Pergub Nomor 7 Tahun 2019 yakni membantu
Gubernur melaksanakan urusan  Pemerintahan  bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi
kewenangan daerah dan fugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

e Perumusan kebijokan di bidang Pekerjcan Umum dan
Peloksanaan kebijakan di bidang Pekerjoan Umum dan
Perumahan Rakyat;

e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

e Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Uraian tugas jabatan eselon Il (Kepala Dinas) dan eselon Il (Sekretaris
dan Kepala Bidang) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT,

sebagaimana terlampir (Lampiran 1Struktur Organisasi).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.. Nomor 23 Tahun
2014tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah,
pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum
terbagi ke dalam Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman.

Rincian terbagi sebagai berikut :

A. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11
Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Sumber Daya Air, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan Sumber Daya Arr dan bangunan pengamanan
pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
= Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha — 3000 ha, dan

daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota
2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah

kabupaten/kota
3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan provinsi yaitu :

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
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4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan istem Ilimbah dometik
regional

5. Sub Urusan drainase, kewenangan provinsi yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/

kota
6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan

strategis daerh provinsi
7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan provinsi yaitu :

& Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis
daerah provinsi

& Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis daerah provinsi

8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannyaq,

kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di

kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan

dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota

9. Sub Urusan Jalan, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan jalan provinsi

10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan provinsi yaitu :

& Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
& Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

daerah provinsi
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11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi

B. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri
dari 4 Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi yaitu :

# Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
& Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah daerah provinsi
2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah
15 (lima belas) ha

3. Sub Urusan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU),
kewenangan provinsi yaitu :

Penyelenggaraan PSU permukiman
4. Sub Urusan Seriifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi
yaitu :

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

b. Struktur Organisasi:
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang

dan kelompok Jabatan Fungsional.
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Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang
terdiri  atas Seksi-Seksi. Sekretariat dan Bidang masing-
masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

dan Kepala Bidang.

Struktrur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuadi
Perda No 1 Tahun 2019 serta Pergub No 7 Tahun 2019 sebagai
berikut :
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DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur NTT No. 7 Tahun 2019)

KEPALA DINAS

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN.

SEKRETARIS DINAS

¥

']

¥

KASUBAG. PDE

KASUBAG. KEUANGAN

KASUBAG. KEPEG.& UMUM

BIDANG PENATAAN RUANG DAN BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PERUMAHAN DAN
IDANG. BINAMARGA BIDANG PEMBGNAN SDA
SRANG, BIDANG OPERASI SDA DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DAN IRIGASI IRIGAS
WILAYAH
1 1
b — | I — -

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, DAN
KOMISI IRIGASI

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
—» DAN PEMANFAATAN RUANG

SEKSI PERENCANAAN DAN
¥ PENGENDALIAN

SEKSI PERENCANAAN DAN
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SEKSI PEMBANGUNAN DAN
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SEKSI PEMBANGUNAN
IRIGAS!

SEKSI OPERASI IRIGASI,
DAN PEMBERDAYAAN, P3

SEKSI PENGATURAN DAN
> PEMBINAAN PENATAAN RUANG

SEKSI PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG DAN LINGKUNGAN

SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN

A
SEKSI PEMELIHARAAN, SEKSI SUMBER DAYA AIR SEKSI OPERASI SEKSI PENGENDALIAN DAN SEKSI PENYEDIAAN SARANA DAN SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERALATAN DAN PRASARANA SUMBER — || PENGAWASAN PENATAAN RUANG L PRASARANA KECIPTAKARYAAN L PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
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2.2.

SUMBER DAYA
Sumber daya yang dimilki Dinas Pekerjoan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup :

1.2.1. Sumber Daya Manusia
PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruhnya berjumlah 408

orang, dengan profil sebagai berikut:

a. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin :

PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan;
123; 30%

M Pria

M Perempuan

b. PNS Berdasarkan Golongan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Golongan
Per 28Februari 2019

GOLONGAN
JENIS KELAMIN JUMLAH
| ! ]} v
Laki-Laki 7 103 158 17 285
Perempuan 0 19 99 5 123
JUMLAH 7 122 257 22 408
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c. PNS Berdasarkan Eselon :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Eselon

Per 28 Februari 2019

ESELON
JENIS KELAMIN JUMLAH
Il 1l v
Laki-Laki 1 5 16 22
Perempuan 0 2 5 7
JUMLAH 1 7 21 29
d. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 28 Februari 2019
JENIS TINGKAT PENDIDIKAN
KELAMIN IML
§S3/S2| S1 | DIV | DIl | DIl | SLTA | SLTP | SD
Laki-Laki 1121198 | 15| 28| 3 | 106 7 6 285
Perempuan | 0 | 14 | 68 3 9 0 28 1 0 123
JUMLAH 1 (35166 18 [ 37 | 3 | 134 8 6 408
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e. PNS Berdasarkan Pendidikan/Jurusan :

Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
Berdasarkan Pendidikan/Jurusan

Per 28 Februari 2019

TINGKAT PENDIDIKAN JURUSAN JUMLAH
TEKNIK | NON TEKNIK
SD 0 6 6
SLTP 0 8 8
SLTA 36 98 134
DI/Dll 3 0 3
Dl 32 5 37
D.IvV 17 1 18
ST 99 67 166
S2 27 8 35
S3 1 0 1
JUMLAH 215 193 408

f. PNS Berdasarkan Usia :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Usia
Per 31 Desember 2018

JENIS KELAMIN
Usia LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAR
>56 29 5 34
51 -55 63 28 21
46 -50 57 15 72
41 - 45 61 22 83
36 -40 54 35 89
31-35 18 14 32
26 -30 3 4 7
21-25 - - -
<20 - - -
JUMLAH 285 123 408
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9. PNS Berdasarkan Agama :

Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Agama
Per 28 Februari 2019

JENIS KELAMIN
AGAMA JUMLAH
LAKI-LAKI | PEREMPUAN
Islam 26 8 34
Protestan 163 81 244
Katolik 95 34 129
Hindu 1 0 1
Budha 0 0 0
JUMLAH 285 123 408

h. PNS Berdasarkan Unit/Bidang Kerja :
Jumlah PNS Dinas PUPR Prov NTT berdasarkan Unit/
Bidang Kerja
Per 28 Februari 2019

Jenis Kelamin
Unit/Bidang Kerja JUMLAH
Laki-Laki | Perempuan

Sekretariat 39 40 79
Bidang SDA 77 19 926
Bidang Cipta Karya 18 8 26
Bidang Bina Marga 102 23 125
Bidang OP SDA-I 15 10 25
BLUD 2 2 4
Bidang Tata Ruang 8 7 15
Bidang Perumahan 24 14 38
JUMLAH 285 123 408
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1.2.2. Asset/Modal
Jenis dan nilai asset/ modal yang dikelola Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sampai dengan

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Asset Eks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO URAIAN NILAI (Rp)

1. Tanah 312.282.258.169
2. Peralatan dan Mesin 17.156.816.770
3. Gedung dan Bangunan 131.806.888.821
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.732.881.764.885
5. Aset Tetap Lainnya 664.798.000
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 10.656.263.145

Jumlah Aset Tetap 2.205.448.789.790

2. Asset Eks Dinas Perumahan Rakyat

NO URAIAN NILAI (Rp)
1. Tanah -
2. Peralatan dan Mesin 2.005.000.000
3. Gedung dan Bangunan 1.970.995.660

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan -

5. Aset Tetap Lainnya 632.747.400

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah Aset Tetap 4.608.743.060

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
sampai dengan tahun 2018

1.2.3. Prasarana dan Fasilitas Penunjang

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari —
hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
NTT memiliki sarana prasarana dan fasilitas penunjang
antara lain :
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1. Eks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Provinsi NTT
Per 31 Desember 2018

Jenis Sarana Kondisi dan Jumlah
Jumlah
No. dan . Rusak Rusak Unit
P Baik . (Unit)
rasarana Ringan Berat
: Gedung 48 ) 1 Gedung
Kantor Kantor
5 Kendaraan 5 ) 5 Kendaraan
Roda 6 Roda 6
Kendaraan Kendaraan
3 Roda 4 78 - 3 Roda 4
Kendaraan Kendaraan
4 Roda 2 70 ) 4 Roda 2
Komputer Komputer
S Desktop 36 ) S Desktop
Komputer Komputer
6 31 - 6
Laptop Laptop
7 UPS 2 - 7 UPS
Air Air
8 | Conditioning 15 - 8 Conditioning
(AC) (AC)

2. Eks Dinas Perumahan dan KAwasan Permukiman
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat

Provinsi NTT Per 31 Desember 2018

Jenis Sarana Kondisi dan Jumlah
Jumlah
No. dan Baik Rusak Rusak (Unif)
Prasarana Ringan Berat
: Gedung : ) : Gedung
Kantor Kantor
o Kendaraan ) ) 5 Kendaraan
Roda 6 Roda 6
3 Kendaraan 5 ) 3 Kendaraan
Roda 4 Roda 4
4 Kendaraan ) ) 4 Kendaraan
Roda 2 Roda 2
5 Komputer 4 ) 5 Komputer
Desktop Desktop
Komputer Komputer
6 2 - 6
Laptop Laptop
7 UPS - - 7 UPS
Air Air
8 | Conditioning 15 - 8 Conditioning
(AC) (AC)

Sumber data : Buku Inventaris eks. Dinas Perumahan Rakyat Prov NTT 2018
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2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2017 dalam Tabel 2.1 (T-C 23) sebagai berikut : (terlampir)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN BAB I
Tabel 2.1

Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Reff ...... Tabel T-C.23.)
. - . . T t i i i i ji
Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Target Target §1rge Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada
No Indikator ke- ke- Tahun ke-
SKPD SPM IKK .
Lainnya 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 | 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. |Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari 70% 70% 0,37 0,98 1,50 2,03 2,70 0,37 0,14 0,15 0,37 0,00 0,38 0,09 0,07 0,14
2. |Tersedianya air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem jaringan irigasi yang 70% 70% 10,95 11,50 12,07 12,87 13,70 2,87 1,99 3,32 1,02 0,00 0,25 0,16 0,26 0,07
telah ada
3. |Tersedianya jalan dan jembatan yang
mantap untuk menghubungkan pusat-pusat 60% 100% 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 5,18 7,28 1,93 1,54 1,74 0,52 0,73 0,13 0,10 0,12
kegiatan dalam kabupaten/ kota
4. Tersedianya akses air bersih untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 60% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,49 0,17 0,00 0,27 0,49
Ltr/Org/Hr
5. |Tersedianya jalan lingkungan kawasan
53,65% 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,57 1,52 0,00 96,67| 190,00
perkotaan dan perdesaan
6. |Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni 80 0,25 0,25 0,00 0,00
7. |Meningkatnya Jumlah Penerbitan 1UJK 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,11
8. |Tersusun dan terimplementasikannya Perda
. 25,00 25,00 25,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RDTR di Kabupaten/ Kota
9. |Berkurangnya daya rusak air pada bantaran
. - 36,78 20,00 72,93 75,52 83,52 4,50 60,00 60,00 0,00 3,19 12,22 300,00| 82,27 0,00 3,82
dan tanggul sungai (Kewenangan Provinsi
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2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2017 dalam Tabel 2.2 (T-C 24) sebagai berikut : (terlampir)

LAMPIRAN BAB I

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

X 1.000.000 (Reff ...... Tabel T-C.24.)
Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Anggaran pada Tahun I Anggaran Tahun Rasio Capaian pada Rata-rata
No SKPD ke- (Rp.x 1.000.000) ke- (Rp.x 1.000.000) Tahun ke- Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |Anggaran| Reali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T - - -
Tersedianya air baku untuk memenuhi | g 355 7o 2.936,60 | 11.798,26 | 28.383,06 18.589,29 |  24.378,21 2.834,.98 |  11.582,91 27.106,55 16.893,14 | 3,07 097 o098 096 091 244160 187127
2. |Tersedianya air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem jaringan irigasi yang | _35.898,16 67.506,75 | 40.075,07 | 59.020,74 27.730,59 | 32.563,53 | 61.270,05 36.737,22 54.907,96 25232,13|  091| 091] 092 093] 0,91 2041,89| 1832,85
3. |Tersedianya jalan dan jembatan yang
mantap untuk menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam kabupaten/ kota 93.234,69 | 216.934,96 | 284.863,78 | 210.052,91 | 283.833,41| 87.178,17 | 202.423,60 | 261.436,96 | 202.132,17 278.707,90 0,94 093] 092 096 0,98 47649,68| 47882,43
4. |Tersedianya akses air bersih untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum 60 4.661,87
Ltr/Org/Hr 5.303,95 11.371,53 | 13.435,09 413,28 22061,00 9.847,76 11.724,81 413,28 22.061,00 0,88 087| 087 1,00[ 1,00 -4189,26| -4349,78
5. [Tersedianya jalan lingkungan kawasan
perkotaan dan perdesaan 9.403,19 12.838,70 | 29.644,54 |  37.069,29 1149 7.783,38 | 11.304,32 25.710,05 35.628,38 1149,00( 8277 0,88 0,87| 0,96 1,000 206355 1658,59
6 |Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni 3572,55 647,04 2514,06 480,85 0,74 893,14| 628,52
7 |Meningkatnya Jumlah Penerbitan 1UJK 512,92 467,15 0,91 128,23 116,79
8 |Tersusun dan terimplementasikannya 500,00 426,80 0,85 125,00 106,70|
9. |Berkurangnya daya rusak air pada
bantaran dan tanggul sungai
(Kewenangan Provinsi 15 DAS) 36,78 72,58|  11.504,87 | 14.599,65 4.700,01 3,10|  11.008,95 13.394,50 3.667,10 | 0,00 427 9569 91,75| 78,02 117500 916,78
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

2.4.1. Tantangan

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu

faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping
faktorkualitas lingkungan hidup, image, dan budaya.
Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci
dalam menentukan daya saing, efisiensi pemerintah, dan efisiensi

usaha.

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah
bagaimana upaya untuk terus meningkatkan ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas dan kinerjonya semakin dapat
diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalom
konteks global dapat membaik. Tantangan penyelenggaraan
infrastruktur Pekerjcan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan
juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang
menjadi bagian dari 3 (figa) pilar pembangunan (ekonomi, sosial,
dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan
generasi masa depan serta mengupayakan pengarusutamaan
jender dan disabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan baik

dari segi akses, konftrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Selanjutnya tantangan pengembangan pelayanan  Dinas
Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara
Timur kedepan sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah

sebagai berikut :
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Sub Bidang Sumber Daya Air

Gambaran kondisi Daerahlrigasi  khususnya Daerah Irigasi
Provinsisebanyak 42 daerah irigrasi dengan luas potensialnya
60.328 Ha, luas fungsional 29.041,78 Ha (48,13%). Sedangkan
Kabupaten Dengan luas Daerah lIrigasit terbesar adalah
Manggarai (8.250 ha), Sumba Timur (6.910 ha), Manggarai Barat
(4.731 ha), Ngada (4.544 ha)dan Sumba Barat Daya (3.589 ha).

Sampai dengan saat ini di provinsi NTT mengalami defisit air
sebesar 1,5 milyar kubik, dan telah dibangun 156 embung kecil
yang tersebar pada 22 Kab/ Kota.serta penanganan 15 DAS kritis
pada 2 Wilayah Sungai Provinsi yang berada di P. Sumba, P.

Adonara, Lembata dan Alor.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penanganannya :
1. Iklim 8 bulan kering dan 4 bulan basah mempengaruhi
penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih
belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan
dapat mempengaruhi target SPM/ Sustainable Development
Goals (SDGs) untuk mencapai kondisi dimana mayarakat

dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.

2. Menyeimbangkan jumlah pasokan aqir dengan jumlah
kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, dengan
melakukan konservasi Sumber Daya Air, agar aqir yang
berimpah di  musim hujon dapat digunakan untuk
memasok kebutuhan air pada musim kemarau dengan
memperhatikan topografi wilayah yang didominasi bukit dan

gunung dengan kemiringan lahan >40 %.
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3. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi mengingat
saat ini indeks tanamnya baru mencapai 150 % yang artinya

dalam pengolahan lahan baru 1,5 kali tanam/ tahun.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk
mempertahankan  kecukupan pangan dengan fetap

mengacu pada RTRW.

5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh
daya rusak air seperti  banjir, kekeringan, serta abrasi
pantai dengan tetap memperhatikan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS).

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang
SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim
mengingat wilayah NTT merupakan daerah rawan bencan
dan budaya masyarakat yang masih berprilaku  membakar

lahan dalam membuka lahan baru.

7. Belum maksimalnya pemanfaatan embung kecil yang telah

terbangun.

Sub Bidang Jalan

Jalan sebagai penghubung antar wilayah di Provinsi NTT perlu
diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi
barang dan jasa angkutan darat. Gambaran kondisi jalan
provinsiyang berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017
adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% (1125,455 Km) terletak
di pulau- pulau Timor, Alor, Rote dan Sabu: 39,73% (1052,845 Km
)di pulau Flores-Lembata dan 17,80% (471,7 Km)di pulau Sumba.
Diperlukan upaya Peningkatan kualitas jalan setiap tahunnya

yang dilokukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi
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jalan dan jembatan. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun
2018 adalah sebesar 63,77 % atau sebesar 1.689,09 km
sedangkan sisanya sebesar 36,23 % (960, 91 Km) yang harus
dicapai kemantapannya sampai dengan tahun 2023. Beberapa
catatan penting terkait penanganan jalan yang harus menjadi

perhatian adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan sesuai  arahan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mendukung sistem
transportasi nasional harus memenuhi standar keselomatan
dan kuadlitas jalan yang berwawasan lingkungan dalam
menunjang pariwisata Ring of Beauty, koperasi/ sektor riil
lainnya dan sistem logistik.

2. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan
sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan
wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam,
maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan,
disamping juga untuk mendorong peningkatan sektor
pariwisata sebagai prime mover pembangunan khususnya
aksesibilitas  menuju 7 kawasan  pariwisata prioritas dan
kantong-kantong komoditas.

3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalom
pembangunan dan rehabilitas/ pemeliharaan prasarana
jalan untuk meningkatkan budaya rasa memiliki terhadap

prasarana jalan yang ada.

4. Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan
provinsi,  keseimbangan pembangunan antarwilayah
terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal,
daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan antar

pulau maupun antara kota dan desa.
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5. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan fransportasi dan
penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-
tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi
kelembagaan  penyelenggaraan  jalan  yang  masih
memerlukan perkuatan terutama dalom memfasilitasi jalan
daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan jalan.

6. JAKON, Meningkatnya perhatian pemerintah  daerah
terhadap pembinaan jasa konstruksi sebagai tindak lanjut
Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2010 yang
mengisyaratkan  perlunya pengalokasion  APBD  untuk
pembinaan jasa konstruksi.

7. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan
profesionalisme industri  konstruksi mengingat NTT sebagai
wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL
dan Australia.

8. Dari sekitar 115 ribu kontraktor di Indonesia hampir semuanya
memperebutkan 40% pangsa pasar jasa konstruksi nasional
yang umumnya disediaokan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (APBN dan APBD). Dengan sistem e-procurement

tidak ada lagi batasan wilayah.

Bidang Penataan Ruang

1. Masih banyak kawasan strategis Provinsi yang blm disusun
Rencana Tata Ruang Kawasan dalam rangka mewujudkan
infrastruktur wilayah termasuk Perdanya.

2. Belum Optimalnya peran Kawasan Strategis Provinsi sebagai

pusat pertumbuhan wilayah.
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3. Terbatasnya anggaran dalam penyusunan rencana tata
ruang kawasan Strategis Provinsi (KSP).

4. Sosialisasi  peraturan  perundang-undangan dan  Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan
ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di
lapangan.

5. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara
optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana,
peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan
kawasan.

6. Meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola pemanfaatan
ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang terutama
melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan
ruang di Kabupaten/Kota untuk mengurangi terjadinya
konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan
antar pelaku.

7. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan  masyarakat
(termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan

ruang.

Bidang Cipta Karya

1. Belum optimalnya peran Pemerintfah Daerah dalam
mendukung program nasional 100-0-100

2. Belum tercapainya layanan air bersih / air minum

3. Belum maksimalnya kinerja kapasitas dan kelembagaan
SPAM di pedesaan dan ibukota kecamatan.

4. Belum tersusunnya Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota
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10.

Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
berbasis Rencana Tata Ruang.

Masih  minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang belum
memadai dalom pengendalion bangunan gedung yang
layak dan memenuhi syarat teknis.

Masih banyak kawasan perkantoran, pemerintahan dan
fasilitas umum, fasilitas sosial yang belum diwadahi akses jalan
yang layak.

Masin rendahnya sifat dan perilaku masyarakat dalam
memanfaatkan fasilitas sampah, drainase serta air limbah
sebagaimana mestinya.

Belum tersusunnya Master plan drainase perkotaan di 22
kab/kota

Menurunnya kudalitas lingkungan akibat pencemaran tanah
dan air tanah melalui limbah dan sampah yang fidak

diperlakukan sebagaimana mestinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1.

Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.
Masih tingginya luasan kawasan kumuh sebesar 823,01 Ha
Masinh  fingginya angka Backlog rumah berdasarkan
kepemilikan sebesar 186.629 rumah, dan Backlog berdasarkan
hunian sebesar 346.743 rumah.

Belum tersertifikasinya sebagian aset-aset tanah Provinsi.
Belum terselesaikannya sebagian sengketa/konflik tanah lintas
daerah Kab./Kota dan Batas Negara

Belum terselesaikannya ijin lokasi lintas Kab./Kota

Belum terpenuhinya pelayanan urusan pertanahan terutama

reforma agraria kepada masyarakat dengan baik.
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2.4.2. Peluang

1.
2.

Rencana ditetapkannya NTT sebagai Provinsi Kepulauan.
Kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan
pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua
Baratf.

Ditetapkannya NTT sebagai destinasi wisata Nasional.

NTT masuk dalam koridor 5 MP3EL.

NTT merupakan pintu gerbang Nasional yang berbatasan
langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan
Australia sebagai pembangunan segi tiga emas ekonomi
yang didukung konektivitas Internasional Kupang-Dilli-Darwin.
Bertambahnya nilai aset provinsi.

NTT memiliki Kawasan Strategis Nasional baik perbatasan,
Taman Nasional, dan KAPET.

NTT memiliki 3 wilayah sungai kewenangan Pusat yang
meliputi Wilayah Sungai (W.S) Strategis P. Flores, W.S Batas

Negara Benanain dan Noelmina.

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT 2019-2023



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Bidang Sumber Daya Air

1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan air irigasi untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dikarenakan faktor
geografi topografi dan iklim yang kurang mendukung,
permasalahan lahan, serta minimnya alokasi dana  untuk
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air
yang berdampak pada menurunya fungsi infrastruktur terbangun

2. Belum terkendalinya daya rusak air yang berakibat pada
terjadinya bencana dikarenakan belum akuratnya data
hidrologi yang berdampak pada kurangnya mitigasi, kurangnya
penegakan hukum berkaitan dengan pemanfaatan sempadan
sungai dan pantai, kurangnya penanganan normalisasi sungai
serta minimnya alokasi dana untuk pembangunan  dan
pemeliharaan infrastruktur pengendali air.

3. Kurangnya penanganan konservasi pada Daerah Aliran Sungai
yang dikarenakan kurang tersedinya dana dan koordinasi
dengan instansi terkait.

4. Belum maksimalnya pemberdayaan P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi
Bidang Bina Marga

1. Belum maksimalnya penanganan infrastruktur jalan dalam suatu
system jaringan jalan dikarenaokan — adanyaregulasi  tentang
pembagian kewenangan jalan.

2. Belum fterpenuhinya jalan provinsi dalam kondisi mantap yang

dikarenakan keterbatasan anggaran.
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3.

Masih banyaknya permasalahan lahan, konflik lintas batas antar
daerah, potensi rawan bencana (banjir dan tanah longsor)

serta SDM badan usaha yang kurang memiliki kompetensi.

Bidang Penataan Ruang

1.

Belum maksimalnya penyusunan RTR Kawasan Startegis Provinsi
sebagai dasar pengisian infrastruktur wilayah.

Belum maksimalnya pembentukan perangkat hukumdaerah
dibidang penataan ruang.

Belum adanya system informasi penataan ruang daerah.

Belum maksimalnya keterpaduan program pengembanagn
infrastruktur berbasi penataan ruang.

Belum maksimalnya system pengendalainpemanfaatan ruang

sesuai arah tata ruang.

Bidang Cipta Karya

1.

Masin banyak jaringan perpipaan terbangun yang rusak
berat dan tidak berfungsi sehingga masyarakat fidak terlayani
Qir bersih.

Minimnya bahkan tidak adanya tenaga teknis yang
memahami jaringan SPAM yang bertugas untuk operasioanl
dan pemeliharaan jaringan.

Tidak adanya biaya pemeliharaan jaringan SPAM.

Kewajiban menyediakan 30% Ruang terbuka hijau sebagai
paru-paru kota.

Kebutuhan akan bangunan gedung yang layak dan

memenuhi syarat teknis.

Bidang Perumahan dan Permukiman

1.

Dukungan PSU yang terbatas.
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2. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana
pembangunan perkotaan  yang  tercantum  dalam
RTRW/RDTR.

3. Masih rendahnya fingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
terhadap rencana tata ruang.

4. Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang
berakibat pada tumbuhnya permukiman liar di perkotaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa
depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang
(clarity of direction);

2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau
isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;

3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga
mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi
dan program (articulative);

4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan
di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi
pembangunan di daerah; dan

5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang

daerah.

3.2.1. VISI
Berangkat dari kriteria tersebut, maka kondisi yang akan dicapai
lima tahun ke depan, dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang

mengusung Visi :
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“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN
MAKMURDALAM  BINGKAI NEGARA  KESATUAN  REPUBLIK
INDONESIA”. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita
yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan
datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu : “NTT
BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERADALAM BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung
makna  filosofis  dan  historis yang mendalam  dan
membekas.Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan
penindasan dan penjajohanBelanda, para pendahulu kita
sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk

meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan akfif untuk bergegas dari situasi
yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah
ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat
seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua
potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja
keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi
pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat
untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana fidak
melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk
berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni
kemiskinan,  ketertinggalan  dalam  kualitas  pendidikan,
ketertinggalan dalom jangkauan dan mutu  pelayanan

kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai
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infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan

teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang,
pangan, perumahan, air bersin, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber
daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses
terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam
dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk
itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif,
partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.
Situasi  SEJAHTERA  tidak lain  adalah  pengamalan  dan
pengejewantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD
1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.Setelah Indonesia
merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu
Provinsi termiskin  di Indonesia.Hampir separuh penduduk
pedesaan fidak mendapat layanan aqir bersin, pemukiman
penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk
kategori fidak layak huni.lndeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT

masih jauh di bawah rata-rata nasional.
3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang

diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017

yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan
dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  dalom  rangka
mewujudkan visi daerah;

2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis eksternal dan internal daerah; dan

3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas,

sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka
tujuan pembangunan yang fertuang dalam visi, dijabarkan
secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi
empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat NTT dengan prinsip inclusive yakni melibatkan
semua sfakeholders dan dengan pendekatan berkelanjutan
yang merujuk  kepada empat pilar  pembangunan
berkelanjutan vyaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi,

aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan

pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)

NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk

mendukung dan membangun sektor pariwisata.Karena itu,
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misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya
dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan
pendekatan kewilayahan melaluiTourismEstatesebagai
penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT.Letak
geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah

satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur

untuk mempercepat pembangunan

Misi ini  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan
merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan
publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta
meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan,

daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia
yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu
berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan

di berbagai bidang.

5. Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih,
jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber
daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan
yang efisien.Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut)

bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil
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serfa memberikan manfaat bag pembangunan  dan
masyarakat NTT.
3.2.3. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPD
Visi RPJMD 2019-2023 tidak terlepas dari visi jangka panjang Nusa
Tenggara Timur yang termuat dalam RPJPD Provinsi  NTT
2005-2025. Tabel dibawah ini menjelaskan hubungan logis antara
Visi Misi RPJMD Provinsi NTT tahun 2019-2023 dengan Visi Misi
RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025.

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT 2019-2023



KESELARASAN VISI, MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2019-2023 DENGAN
VISI MISI RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025

Visi RPJPD 2005-2025 : Nusa
Tenggara Timur Yang Maiju,
Mandiri, Adil Dan Makmur
Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Sesuai
Dengan

Visi RPJMD 2019-2023 :
NTT Bangkit
Mewujudkan
Masyarakat Sejahtera
Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Misi RPJPD :

Misi RPJMD :

1.Mewujudkan masyarakat NTT
yang bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab
berdasarkan falsafah
Pancasila

Misi I: Mewujudkan
masyarakat sejahtera,
mandiri dan adil

2. Mewujudkan manusia NTT
yang berkualitas dan
berdaya saing global

Misi Il: Membangun NTT
sebagai salah satu
gerbang dan pusat
pengembangan
pariwisata nasional
(Ring of Beauty)

3. Mewujudkan masyarakat NTT
yang demokratis
berlandaskan hukum

Misi lll: Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas Infrastruktur
untuk mempercepat
pembangunan

4. Mewujudkan NTT sebagai
wilayah yang berketahanan
ekonomi, sosial budaya,
politik dan keamanan

Misi IV: Meningkatkan
kualitas sumber daya
manusia

5.Mewujudkan NTT wilayah
yang memiliki keseimbangan
dalam pengelolaan
lingkungan

Misi V: Mewujudkan
reformasi birokrasi
pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
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6. Mewujudkan posisi dan
peran NTT dalam pergaulan
antar negara, daerah dan
masyarakat

7. Mewujudkan NTT sebagai
Provinsi kepulauan dan
masyarakat maritim

3.2.4. KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPN 2005 -
2025 DAN RPJMN 2015-2019

Keselarasan visi, misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 dengan visi, misi RPJMN 2015-2019 sebagaimana

terlihnat di bawah ini ;

1. Visi RPJPN 2005-2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan
Makmur.

2. Visi RPJMN 2015-2019: ‘“Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
royong”.

3. Visi RPRIMD 2019-2023:NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat

Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN dan

Agenda Prioritas nasional sebagai berikut :

MIZIOT;{I;AO%? L Misi RPRJMN 2015-2019 Agenda Prioritas Nawacita
Misi 1 : Mewujudkan | Misi 1 : Mewujudkan keamanan | Nawacita 7 : Mewujudkan
masyarakat nasional yang mampu menjaga | Kemandirian ekonomi dengan
sejahtera, mandiri kedaulatan wilayah, menopang | menggerakan sektor-sektor
dan adil kemandirian ekonomi dengan strategis ekonomi domestik

mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan
Misi 4 : Mewujudkan kualitas
hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju, dan sejahtera
Misi 2 . Misi 6 : Nawacita 7 :
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Misi RPJMD NTT
2019-2023

Misi RPJMN 2015-2019

Agenda Prioritas Nawacita

Membangun NTT
sebagai salah satu
gerbang dan pusat
pengembangan
pariwisata nasional
(Ring of Beauty)

Mewujudkan Indonesia menjadi
negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional

Misi 7 :

Mewujudkan masyarakat yang
berkepribadian dalam

Mewujudkan Kemandirian
ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi
domestik

kebudayaan
Misi 3 : Misi 5 : Nawacita 3 :
Meningkatkan Mewujudkan bangsa yang Membangun Indonesia dari

ketersediaan dan
kualitas Infrastruktur
untuk

berdaya saing
Misi 6 :
Mewujudkan Indonesia menjadi

pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara

mempercepat negara maritim yang mandiri, Kesatuan
pembangunan maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional
Misi 4 : Misi 4 : Nawacita 5 :
Meningkatkan Mewujudkan kualitas hidup Meningkatkan kualitas

kualitas sumber
daya manusia

manusia Indonesia yang finggi,
maju, dan sejahtera

Misi 5 :

Mewujudkan bangsa yang
berdaya saing

hidupmanusia dan
masyarakatindonesia
Nawacita 6 :

Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing dipasar
internasional

Nawacita 8 :

Melakukan revolusi karakter
bangsa

Misi 5 :

Mewujudkan
reformasi birokrasi
pemerintahan untuk
meningkatkan
kualitas pelayanan
publik.

Misi 3 :

Mewujudkan masyarakat maiju,
berkesinambungan, dan
demokratis berlandaskan
negara hukum

Nawacita 2 :

Membangun tata kelola
Pemerintahan yang bersih,
efektif, dan terpercaya
Nawacita 4 :

Memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya
Nawacita 8 :

Melakukan revolusi karakter
bangsa

1. Visi RPJPN 2005-2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan

Makmur.

2. Visi RPJIMN Rancangan Teknokratik 2020-2024: INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.
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3. Visi RPJMD 2018-2023: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat
Sejahtera  Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN

Rancangan Teknokratik dan Agenda Prioritas nasional sebagai

berikut :
Misi RPRJMD NTT Misi RPRJMN Rancangan Teknokratik
2018-2023 2020-2024
Misi 1 : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat berakhlak
Mewujudkan mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan
masyarakat falsafah Pancasila
sejahtera, mandiri
dan adil Misi 2 : Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan
Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri, maju
dengan basis kepentingan Nasional
Misi 2 : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat
Membangun NTT berakhlak mulia, berbudaya dan
sebagai salah satu beradab berdasarkan falsafah
gerbang dan Pancasila
pusat
Misi 3 : Mewujudkan Indonesia asri dan
pengembangan .
pariwisata lestari
nasional (Ring of Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi
Beauty) negara kepulauan yang mandiri, maju
dengan basis kepentingan Nasional
Misi 5 : Mewujudkan Indonesia
berperan penting dalam pergavlan
dunia International
Misi 8 : Mewujudkan Indonesia aman
dan bersatu
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Misi RPJMD NTT Misi RPJMN Rancangan Teknokratik
2018-2023 2020-2024
Misi 3 : Misi 2 : Mewujudkan pemerataan

Meningkatkan
ketersediaan dan

pembangunan dan berkeadlian

kualitas

Infrastruktur untuk Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang
mempercepat berdaya-saing

pembangunan

Misi 4 : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia

berakhlak mulia, berbudaya dan
beradab berdasarkan falsafah
Pancasila

Misi 2 : Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadlian

Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang
berdaya-saing

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat
demokratis berlandaskan hukum

Misi 5 :
Mewujudkan
reformasi birokrasi
pemerintahan
untuk
meningkatkan
kualitas

pelayanan publik.

Misi 4 : Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri, maju
dengan basis kepentingan Nasional

Misi 6 : Mewujudkan bangsa yang
berdaya-saing

Misi 7 : Mewujudkan masyarakat
demokratis berlandaskan hukum
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3.2.5. KESELARASAN MISI RPJMD DENGAN SDGs
Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalaom Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Perpres menguraikan
17 tujuan dari implementasi SDGs yang mana termasuk dalam
sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia.Sehubungan
dengan itu maka penerapan SDGs dalam RPJMD 2019-2023

diselaraskan dengan lima misi pembangunan sebagai berikut :

Misi RPJMD 2019-2023 Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1 : Mewujudkan Tanpa Kemiskinan :
masyarakat sejahtera, mandiri Mengakhiri Kemiskinan
dan adil dalam segala bentuk

.. ) , dimanapun
Misi 5 : Mewujudkan reformasi

birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Misi 1 : Mewujudkan Tanpa Kelaparan :
masyarakat sejahtera, mandiri Menghilangkan kelaparan,
dan adil mencapai ketahanan

pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan
pertanian perkelanjutan

Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Sehat dan
masyarakat sejahtera, mandiri Sejahtera : Menjamin
dan adil kehidupan yang sehat dan

meningkatkan
Kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia

Misi 4 : Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia

Misi 5:Mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
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Misi RPJMD 2019-2023

Tujuan SDGs 2015-2030

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 4 : Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia

Misi 5 : Mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Pendidikan Berkualitas :

Menjamin Kualitas
Pendidikan yang Inklusif
dan Merata serta
Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat
untuk Semua

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 5 : Mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Kesetaraan Gender :

Mencapai Kesetaraan
Gender dan
Memberdayakan Kaum
Perempuan

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Air Bersih dan Sanitasi
Layak : Menjamin
Ketersediaan serta
Pengelolaan Air Bersih dan
Sanitasi yang Berkelanjutan
untuk Semua

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Energi Bersih dan
Terjangkau :

Menjamin Akses Energi
yang Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan Modern
untuk Semua

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi :
Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
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Misi RPJMD 2019-2023

Tujuan SDGs 2015-2030

Misi 2 : Membangun NTT
sebagai salah satu gerbang
dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (Ring of
Beauty)

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Misi 4 : Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia

yang Inklusif dan
Berkelanjutan, Kesempatan
Kerja yang Produktif dan
Menyeluruh, serta
Pekerjaan yang Layak
untuk Semua

Misi 2 : Membangun NTT
sebagai salah satu gerbang
dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (Ring of
Beauty)

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Industri, Inovasi, dan
Infrastruktur :

Membangun Infrastruktur
yang Tangguh,
Meningkatkan Industri
Inklusif dan Berkelanjutan,
serta Mendorong Inovasi

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Berkurangnya Kesenjangan
: Mengurangi Kesenjangan
Intra- dan Antar Negara

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan : Menjadikan
Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh,
dan Berkelanjutan

Misi 1 : Mewujudkan

Konsumsi dan Produksi
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Misi RPJMD 2019-2023

Tujuan SDGs 2015-2030

masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 2 : Membangun NTT
sebagai salah satu gerbang
dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (Ring of
Beauty)

Yang Bertanggungjawab :
Menjamin Pola Produksi
dan Konsumsi yang
Berkelanjutan

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Penanganan Perubahan
Iklim : Mengambil Tindakan
Cepat untuk Mengatasi
Perubahan lklim dan
Dampaknya

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 2 : Membangun NTT
sebagai salah satu gerbang
dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (Ring of
Beauty)

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Ekosistem Laut :
Melestarikan dan
Memanfaatkan Secara
Berkelanjutan Sumber Daya
Kelautan dan Samudera
untuk Pembangunan
Berkelanjutan

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 3 : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan

Ekosistem Daratan :
Melindungi, Merestorasi,
dan Meningkatkan
Pemanfaatan
Berkelanjutan Ekosistem
Daratan, Mengelola Hutan
Secara Lestari,
Menghentikan
Penggurunan, Memulinhkan
Degradasi Lahan, serta
Menghentikan Kehilangan

m RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT 2019-2023




Misi RPJMD 2019-2023

Tujuan SDGs 2015-2030

Keanekaragaman Hayati

Misi 5 : Mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Perdamaian, Keadilan, dan
Kelembagaan Yang
Tangguh : Menguatkan
Masyarakat yang Inklusif
dan Damai untuk
Pembangunan
Berkelanjutan,
Menyediakan Akses
Keadilan untuk Semua,
Kelembagaan yang Efektif,
Akuntabel, dan Inklusif di
Semua Tingkatan

Misi 1 : Mewujudkan
masyarakat sejahtera, mandiri
dan adil

Misi 2 : Membangun NTT
sebagai salah satu gerbang
dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (Ring of
Beauty)

Kemitraan Untuk Mencapai
Tujuan : Menguatkan
Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan
Global untuk
Pembangunan
Berkelanjutan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagai berikut :

Penghambat :

1. Kondisi geografis dan topografis

Kondisi Iklim

Permasalahan pembebasan lahan

2
3
4. Koordinasilintas sektoral
5

Keterbatasan alokasi anggaran
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6. Pengaturan dalam bentuk regulasi yang belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku
7. Komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota dalam mendukung

kebijakan pembangunan Provinsi
Pendorong:

1. Telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/kota

2. Terdapat 12 Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Nasional (KSN) melalui Perpres no 179 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan di NTT

3. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu destinasi pariwisata
Nasional

4. NTT merupakan pintu gerbang perbatasan antar Negara yaitu
RDTL dan Australia dan pembangunan ekonomi segi tfiga emas

Kupang - Dili — Darwin.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT TAHUN 2013-2018

Standar pelayanan Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat
jka disandingkan dengan standard  pelayanan Kementerian
Pekerjaoan Umum dan Perumahan Rakyat pada prinsipnya telah
sesuai, namun didalam pelaksanaannya diperkirakan masin tfrdapat

faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

Penghambat :

1. Kondisi topografi dan geologi Provinsi NTT yang sangat
berpengaruh dalam upaya penyediaan air baku bagi kebutuhan
masyarakat.

2. lklim yang kurang mendukung yaitu 4 bulan basah dan 8 bulan

kering.
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3. Memiliki garis pantai yang panjang sehingga potensi bencana
akibat abrasi semakin besar.

4. Merupakan daerah kepulauan sehingga biaya pergerakan
barang/ jasa relatif mahal.

5. Belum terbangunya jembatan dibeberapa daerah, sehingga
menyulitkan penanganan kualitas jalan.

6. Rendahnya rasa memiliki terhadap prasarana jalan sehingga
berpengaruh pada pemeliharaan jalan yang terbangun.

7. Terbatasnya sumber-sumber air bersin bagi masyarakat terutama
pada musim kemarau.

8. Terbatasnya alokasi anggran pemerintah daerah  dalam

menginterfensi pembangunan infrastruktur.
Pendorong :

1. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan
pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barart.

2. Ditetapkannya target MDGS tahun 2015.

3. Telah ditetapkannya Perda tata ruang Provinsi dan Perda tata
ruang Kabupaten/kota.

4. Ditetapkannya NIT sebagai salah satu destinasi pariwisata
Nasional dan mendorong terbentuknya Provinsi NTT sebagai
Provinsi Kepulauan

5. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu jalur MP3EI.

6. NTT merupakan pintu gerbang selatan Indonesia yang berbatasan
langsung dengan Negara RDTL dan Awustralia serta

pembangunan ekonomi segi tiga emas Kupang — Dili — Darwin.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAIJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
NTT harus sejalan dengan struktur ruang yang telah ditetapkan

pemerintah, dengan analisis sebagai berikut :
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NO RTRW terkait tugas PZ?(::ma?'\s:rl\qI;‘iiZs Faktor Faktor
" | dan fungsi Dinas PUPR yPUPR Penghambat Pendorong
Belum terbangunnya Anggoron‘, SPM .
Pengembangan . . ; pembangian Kementrian
1. . . sistem jaringan jalan
Sistem Jaringan Jalan ana menveluruh kewenangan PUPR dan
yang Y dan koordinasi RPJMD
Belum terpenuhinya Anggaran, SPM
Pengembangan penvhinyd koordinasi dan Kementrian
2. : L kebutuhan air irigasi
Sistem lrigasi bagi bertanian kesadaran PUPR dan
arp Masyarakat RPJMD
Baru 2 KSP yang Keterbatasan
Belum fersusunnya sementara dalam ANGAaran Perda No 1
3. KSP Y tahap penyusunan 99 Tahun 2011 Ttg
yaitu Bolok dan RTRW Provinsi
Maurole
Belum terbangunan SPM
Penyediaan rumah gun Keterbatasan Kementrian
4, ) rumah layak huni
layak huni sesuai RTRW Anggaran PUPR dan
RPJMD
SPM
. Terbatasnya Keterbatasan Kemenftrian
5. | Penyediaan PSU dukungan PSU Anggaran PUPR dan
RPJMD
Sedangkan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat disandingkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yaitu :
NO.| 'dan fongs Dinss. | Porayanen pinas | Faktor Faldor
PUPR PUPR Penghambat Pendorong
Pembinaan TBelkL;m Lingkungan SPM
danpembangunan eroangunnya Hidup, Sosial, Kemenftrian
1. |. sistem jaringan
jalan : an PUPR dan
. jalan yang RPJMD
danjembatan menyeluruh anggaran
3.5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Sub Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi.

Isu strategis Sub Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, meliputi :
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a. Belum optimalnyaKinerja pelayanan jaringan irigasi, dari
60.328 ha luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan
Provinsi NTT, dengan kondisi baik < 70 % karena adanya
kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh
umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi, dan  masih  rendahnya
keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam
pengelolaan jaringan irigasi pola pembagian air yang belum
optimal dalam era digitalisasi 4.0.

b. Kurangnya perlindungan sarana prasarana sumber daya air

dan sepanjang sungai lintas batas wilayah Negara.

c. Belum optimalnya pengembalian fungsi infrastruktur SDA
mengembalikan fungsi  seluruh  infrastruktur ~ SDA  yang

mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banijir,

tanah longsor, dan gempa bumi

d. Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan Stakeholders
menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada
pemerintfah  daerah  dan  stakeholders  lainnyadalam
pengelolaan irigasi, kemampuan penyediaan air dari sumber-
sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau
dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah
maupun buatan dengan cepat.

e. Belum Optimalnya Organisasi Pengelola SDA melakukan
optimalisasi organisasi pengelola SDA (Komisi Irigasi, P3A,
GP3A, IP3A dan Dewan Sumber Daya Air).

f. Belum  Optimalnya Koordinasi dan  Ketatalaksanaan
Penanganan SDA meningkatkan koordinasi dan
ketataloksanaan penanganan SDA unfuk mengurangi konflik

antar pengguna sumber daya air.
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g. Optimalisasi Sistem Informasi SDA membangun dan mengelola
Sistem Informasi SDA (SISDA)pada Kabupaten/Kota dan Dinas
Pekerjoan Umum dan Perumahan RakyatProvinsi NTT serta
melengkapi data dan informasi tentang SDA unfuk dapat
digunakan  dalam proses pengambilan keputusan serta
memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

h. Pengharusutamaan Gender Dalom Proses Pelaksanaan
Kegiatan Sub Bidang SDA mengupayakan pengarusutamaan
gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub  bidang
SDA, baik dari segi akses, konfrol, partisipasi, maupun
manfaatnya.

i. Pengembangan Infrastruktur SDA melalui peluang investasi
baru mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya

pengembangan infrastruktur SDA.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Visi:
Pembangunan infrastrukur Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, penataan ruang dan perumahan diselenggarakan
dalaom rangka mencapai visi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi NTT Tahun 2018-2023, yaitu:

"Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang berbasis penataan ruang yang andal dalam
mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar
terwujud masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkuadlitas,
sejahtera dan demokratis”.

Misi:

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalom
mendukung ketahanan pangan dan ketfersediaan  air
baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan
pengendalian daya rusak air.

2. Mewujudkan sistem jaringan jalan  untfuk meningkatkan
aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi.

3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan

4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang
pekerjaan umum;

5. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan

kompetitif.
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6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja  konstruksi  yang
profesional dan memadai

7. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa
konstruksi daerah (LPJKD) dalaom meningkatkan kualitas dan
kuantitas penyedia jasa.

8. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian
yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah

9. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan
memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman
dan manual

10. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan

11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya
manusia aparatur

12. Meningkatkan  ketersediaan perumahan rakyat yang
layakhuni.

13. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang
berkualitas

14. Mewujudkan  kawasan permukiman yang  berkualitas
danproduktif

15. Mewujudkan kegiatan pertanahan yang fterfib, transparan
dan akuntabel

16. Meningkatkan cakupan layanan air bersin/air minum dan
ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat

17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung,
tata bangunan dan lingkungan

18. Melaksanakan  pembinaan  bangunan  gedung yang
memenuhi standar keselomatan dan keamananbangunan

19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam

pemenuhan infrastuktur dasar, kualitas permukiman, sdm serta
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4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

kualitas data dan informasi teknis.

Mengacu pada Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang telah ditetapkan, yaitu “Tersedianya Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berbasis Penataan Ruang

Yang Andal Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Dan

Permukiman, Agar Terwujud Masyarakat NTT Yang Berkualitas,

Sejahtera Dan Demokratis”, serta 11 misi pada priode 2018 — 2023

berubah menjadi 11 misi pada priode 2018-2023, yang telah

ditargetkan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pelayanan

Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana terlihat pada
Tabel T-C.25 di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

(Reff ... Tabel T-C.25.)

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR  TUJUAN/
SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 5 7 5 2
Menciptakan Meningkatnya
3 1
Nusa ketersediaan Penambahanrumah 1ayak | 294 | 21924 25924 29924 33924
Tenggara Timur rumah layak huni |huni
yang berkeadilan |dan akses
sosial terhadap air Persentase rumah tangga
S ) B 73 79 83 85 90
menurut air layak
Sanitasi layak
bagi penduduk
miskin Persentase rumah tangga 0 67 77 20 %0
menurut sanintasi layak
Persentase Pencapaian
SPM Perumahan Rakyat 100 100 100 100 100
dan Kawasan Permukiman
Persentase ketersediaan
e 17 24 46 68 90
rumah dengan air layak
Penambahan rumah layak
huni dari aspek 14.924 15.924 16.924 17.924 18.924
penghunian
Kab/kota yang
melaksanakan perbaikan 22 2 22 22 22
perumahan dan
permukiman layak
Persentase penanganan
PEeRang 50,00 70,00 90,00 100,00 100,00

kawasan kumuh
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

(Reff ...

Tabel T-C.25.)

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

2019

2020

2021

2022

2023

Mempercepat
pembangunan
infrastruktur yang
berkualitas
daiam
pengembangan
ekonomi
masyarakat

Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
infrastruktur

Proporsi Panjang Jalan
dalam kondisi mantap
serta pengurangan waktu

1887,70

2311,02

2611,61

2650

2650

Persentase Ketersedian
Jalan dan Jembatan Ke 22
Pariwisata Estate

32,00

95,00

100

100

Persentase irigasi dalam
kondisi baik

36995

39407

41927

44383

49326

Jumiah Prasarana Air
Baku untuk Melayani
Rumah Tangga, Perkotaan
dan Industri serta Pulau-
pulau kecil

11

Jumiah embung daiam
kondisi baik

147

197

297

397

497

Sepadan Sungai daiam
kondisi baik, pada DI
kewenangan Provinsi

23

26

29

32

35

Peningkatan Jumiah
pelatihan tenaga kerja
ahli konstruksi serta
ketersediaan informasi
SIPJAKI

120

240

270

330

Persentase ketersediaan
Informasi Jakon
kewenangan Provinsi
dalam SIPJAKI

75

100

Pelayanan Jasa
Laboratorium Pengujian

36

70

Persentase kesesuain
fungsi ruang

72
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Prov
NTT tahun 2018-2023, di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai
berikut sebagaimana tercantum pada table TC.26 berikut :
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TABEL BAB V

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

(Reff ......Tabel T-C.26.)

Visi

: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat SejahteraPalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi

: I. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Tujuan

Sasaran

Menciptakan Nusa
Tenggara Timur yang
berkeadilan sosial

Meningkatnya
ketersediaan
rumah layak huni
dan akses
terhadap air
minum serta
Sanitasi layak bagi
penduduk miskin

Strategi Arah Kebijakan
Penambahan rumah layak huni 1,1 | terlaksananya pembangunan rumah layak huni
1,2 | terlaksananya identifikasi calon penerima
bantuan hibah perumahan
1,3 [terlaksananya rekruitmen tenaga fasilitator
perumahan
1,4 |[terlaksananya pengawasan rumah layak huni
Persentase rumah tangga menurut air layak 2,1 |Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih
2,2 |Pengembangan Jaringan Air Minum/Air Berssih
2,3 |Penyusunan Produk Perencanaan Jaringan Air
Bersih/Air Minum
2,4 |Penyusunan Database Bidang Cipta Karya
2,5 |Peningkatan Database Jaringan Air Bersih/Air
Minum
2,6 |Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SPAM
Kab/Kota
Persentase rumah tangga menurut sanintasi 3,1 | identifikasi dan perencanaan sanitasi layak
layak kawasan
3,2 | terbangunnya MCK layak kawasan
3,3 | terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah
layak kawasan
3,4 | terbangunnya Tempat Pengolahan limbah
layak kawasan
3,5 | terlaksananya pengawasan penanganan
sanitasi layak kawasan
3,6 | Terbangunnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
regional
3,7 | Terbangunnya tempat pengolahan limbah
regional
3,8 | Penyusunan Masterplan Sanitasi
Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat|4,1 | terlaksananya identifikasi dan perencanaan
dan Kawasan Permukiman PSU kawasan perkotaan dan pedesaan
4,2 | terbangunnya PSU kawasan perkotaan dan
pedesaan
4,3 | terlaksananya pengawasan penanganan PSU
kawasan Perkotaan dan pedesaan
4,4 | terlaksananya rekruitmen tenaga fasilitator
permukiman
4,5 | Terlaksananya sertifikasi lahan provinsi
4,6 | Terlaksananya identifikasi dan pengukuran
lahan provinsi
4,7 | Terlaksananya penyelesaian Sengketa Tanah
Lintas Daerah Antar Kab/ Kota
4,8 | Terlaksananya identifikasi tanah lintas daerah
antar Kab/Kota yang bersengketa
4,9 | Terlaksananya penyelesaian ijin lokasi lintas
Kab/ Kota
Persentase ketersediaan rumah dengan air 5,1 | terlaksananya identifikasi ketersediaan rumah
layak dengan air layak
Penambahan rumah layak huni dari aspek 6,1 | Penambahan rumah layak huni dari aspek
penghunian penghunian
Kab/kota yang melaksanakan perbaikan 7,1 | terlaksananya identifikasi Kab/Kota yang
perumahan dan permukiman layak melaksanakan perbaikan perumahan dan
Persentase penanganan kawasan kumuh 8,1 | terlaksananya identifikasi kawasan kumuh
kab/kota
8,2 | terlaksananya perencanaan kawasan kumuh
kab/kota
8,3 | terlaksananya penanganan kawasan kumuh
kab/kota
8,4 | terlaksanannya pengawasan penanganan
kawasan kumuh kab/kota
Tersedianya PSU Lingkungan Kawasan 9,1 | Pembangunan Jalan Lingkungan Perkantoran
Perkotaan dan Pedesaan serta desa Pusat Kawasan Perkantoran, Fasilitas Umum dan
9,2 | Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan

Perkantoran Kawasan Perkantoran, Fasilitas
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Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat SejahteraPalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi : Ill. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
10 | Persentasi ketersediaan Rencana Tata 10 [ Tersusunnya Produk Perencanaan Masterplan,
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis DED dan /RTBL di Kawasan Strategis Provinsi
10 Penataan Kawasan berdasarkan RTBL
10 Penataan Kawasan Pariwisata di Kawasan
Strategis Provinsi
10 Penataan Kampung Tradisional di Kawasan
Strategis Provinsi
11 Pendampingan Pengelola Teknis pada
Pembangunan Bangunan dan Rumah Negara
11 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola
Teknik
11 Pembangunan Bangunan Gedung Strategis
Provinsi
11 Penyusunan Dokumen Lingkungan
Mempercepat Meningkatnya 1 Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi mantap 1,1 |Pembangunan Jalan dengan Konstruksi
pembangunan aksesibilitas dan serta Fungsional penutup Aspal (HRS)
infrastruktur yang kualitas 1,2 [Pembangunan Jalan dengan Konstruksi
berkualitas dalam infrastruktur Perkerasan Berbutir (Greading Operation = GO)
pengembangan
ekonomi masyarakat 1,3 [2.2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara
rutin dan berkala untuk mempertahankan
kondisi_dan memperpanjang usia pemakaian
1,4 [Pembangunan Jembatan
1,5 [Pembangunan Jalan hanya Konstruksi penutup
Aspal (HRS)
1,6 [Pemeliharaan Rutin Jalan
1,7 |Pemeliharaan Berkala Jalan
1,8 [Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan
1,9 |Data Perencanaan Teknis Jalan
1.10 |Data Perencanaan Teknis Jembatan
1,1 [Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
1,1 [Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
2 |Peningkatan Sarana Irigasi pendukung 2.1 | Pembangunan/ Peningkatan Sarana Irigasi
ketahanan pangan
2.2 |Pemeliharaan Sarana Irigasi secara rutin dan
berkala untuk mempertahankan kondisi dan
memperpanjang usia pemakaian
2.3 |Pemberdayaan Masyarakat melalui Demplot
3 |Jumlah embung dalam kondisi baik 3.1 |Pembangunan Embung Kecil
3.2 |Pemeliharaan Embung Kecilsecara rutin dan
berkala untuk mempertahankan kondisi dan
memperpanjang usia pemakaian
3.3 |Pemberdayaan Masyarakat melalui Demplot
4 |Sepadan Sungai dalam kondisi baik, pada DI 4.1 |ldentifikasi Sepadan Sungai Keritis pada D.I.
kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
4.2 |Pembangunan/ rehabilitasi Sepadan Sungai
Keritis
4.3 |Tersedianya data Hidrologi pada stasiun
hidrologi kewenangan provinsi
5 |Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi 5,1 |Pendataan Kebutuhan dan Potensi Tenaga
Kerja Ahli Konstruksi di Provinsi NTT
5,2 |Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli
Konstruksi
6 |Penyelenggaraan sistem informasi jasa 6,1 |Pengumpulan dan Updating Data TPJK Provinsi,
konstruksi cakupan Daerah provinsi Potensi Pekerjaan Konstruksi serta
Perkembangan Pekerjaan Konstruksi setiap
Tahunnya
6,2 |Pelatihan dan Monitoring administrator SIPJAKI
Kab/ Kota
7 |Persentase kesesuain fungsi ruang 7,1 |Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi
(KSP)
7,2 |Pembuatan Delineasi Kawasan Strategis
Provinsi (KSP)
7,3 |Keterpaduan Program Pengembangan
Infrastruktur Wilayah berbasis Tata Ruang
7,4 |Penyusunan Database Pengembangan
Infrastruktur KSP berbasis Tata Ruang
7,5 |Legalisasi Rencana Tata Ruang
7,6 |Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang
7,7 |Pembuatan dan pembaruan sistem informasi
penataan ruang daerah (sosialisasi NSPK)
7,8 |Pelaksanaan Rapat koordinasi TKPRD
7,9 |Pelaksanaan pengawasan teknis

penyelenggaran penataan ruang (Monev
Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2018-2023 secara rinci tertuang dalam Tabel

1C.27.

TABEL BABVI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TergetKinerja Program dan Kerangka Pendanaan {1076}

Data Capaian
Tujan Sasaren Kode Program dan Kegidtan ke Kisege Tupon Sespar.Progn | pacs Tahwn 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi ineria pada aklir peridde: . UrifKeqa SKPD Lokasi
{outcome) dan Kegiatan (oulput) Awal Renstra SKFD Penanoqungjawal
Perencanaan
Tamget Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tamet Rp
{1) 2) {5} (6) @) 18} ) (10} (11} 112) (13} (14) (15} (16) (17) {18) (19) (20} 21}
[ Mempercapal ', Meningkatnya Peningkatan
embangunan | aksesibililas dan infrastruktur, Tata Rua
sl v ATESTTLR_Lal2 Sudng 8670437 3.351.326 11.221.435 10.331.469 14.386.893 30.868.996,43
infrastruitur kualtas dan Kawasan e S
yarg infrastruktur Proporsi Panjang Jalan dalem kondisi
i 6374 2 8721 98,55 100 100 100
berkualilas mantap serta Fungsional s =) il o N =
delam 1.838 [ 311.891 241 | _1.111.761 2612 | 13717 [ 2650 | _1.237.038 r 2650 1.182.392 4.356.796 | Bidang Bina Marga Ruas Jalan
pengembanga Kewenangan
3 - Pr i P Jalan dalam kondisi B >
n ekonomi e AN e 144404 153966 173618 199688 23475 2678.00 Prosinsi
trasrorakel mantap {Baik & Sedang) S =
- Proporsi Panjang Jalan yang Fungsional
porsl Panjeng-dalan yang Fing 22700 | 226200 255000 260,00 265,00 265000
o1 - Kegiatan 280619 872520 873519 1.022231 954.266
Pambangunan Jalan Pembangunan Jalen dengan Konstuksi penutup .| =
838 40426 1353 504311 58 T4T 55
dan Jembatan - spl HRS) ¥ e e e =
Pembangunan Jalen dengan Konstruksi Kebutuhan .35 10000 288 288000 100 10000
- Perkerasan Berbudir (Greading Operation =GO) | GO 72069
- Pembangunan Jembatan % 21183 210 80200 118 26060 1125 27225 % 25856
P ¢ ks
I 'embangunan Jalen harya Konstruksi penutup 205 046,006 271102 92073
Aspal [HRE)
- Kegiatan Rehab! Pemel
delandmemblian | o e Rufiidam 72000f  7am2|  72200] 742|894 2003 1675 2287
- Pemeliharaan Bemala Jalan 32 6400 6121 125423 60,21 120423 50,21 132465 60.22 4571
- Rehabilites Pemeliharaan Jembatan 20 4500 200 4850 200 545 20 5990 20 6508
- DataPerencanaan Teknis Jalan 38404 9501 3571 3882 363,38 10992 351,03 10921 300 10821
- DataPerencanaan Texnis Jembatan 20000 1400 200 1540 200, 1694 200 1863 200 2050
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Kegistan Peningkstan
Jaringan Irigssi

« Kegiatan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Sistom Jaringan Irigasi

X Pembangunan Embung
Kegil

Pemeliharaan Embung
- Keeil

. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 8121 23128 550 40966 40678
Inspeksi Kondis: Jatan den Jembietan 2650 1250 2650, 1375 2850 1513 2650 1664 2050 1830
653212430
Perlerfhu Ketersedian Jalan dan Jembatan 0 2 453691 " 193681 % 478283 100 4% 100 100] 1542783
Ke 22 Pariwisata Estate = N —, S i op— S -
P | Pemeliharaan Jal A M 1397 1542783
o e e 13247 400501 | 26404| 4o3691|  30027|  4mas3|  4ngr T 11397 A 27
Parwisata 22 Edale
irigasi dalsm kondisi baik 38 132 401848 7339| 263485 6950 275807 7387 283788 3176 408430 8176 1611383
3699450 3940580 4192710 4439340 4832500 4332600
8132 238231 6532 99367 6950 103836 7358 101812 8176| 203223 8178 73047116
Pembangunan dan Peningkatsn Sarana Irigasi 295% 231292 31525/ 98492 33542/ 100812 355150 98.652 0481 167.304 29481 724552
Perencanzan Peningkatan saran irigesi 4625 B3| 193 28| 015 3041 yg73 20| 345 5010 304608 5019
163613 164098 171971 182473 202207 880212
: r r
Refethlloi 54 Fmesharay Saana o] 73% 147978 Ta1| 157627 g3 187708 wrs| 17757 e85 19750 42410 48191
secara Berkala b r
Tersedianya data AKNOP Ingasi 24370 12485 §012 3.006 955 482 1008 504 87/ 493 33942 16971 ’
Rehabiltasi dan Pemeiiharaan Sarana Irigasi
secara rutin serta pelathan petugas irigasi den 42 3150 42 3485 42 3780 42 4005 42 4410 42 15750
P34
Jumish Presarans Alr Baku untuk Melzysni r
Rumah Tenags, Porkotsan dan Industri sorts 1 3 @ 5 w0 7 w0l 9 & 0] ] 1 200
Pulau-pulau kecil
dan P F
3 1 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 10 200
Prasarana Air Baku (Bendungan)
Jumlsh smbung dalsm kondisi baik %2 147 57450 197 | 243200 207 |  apsss[ 7| ass0s 497 418,055 [ 497 1332815
47,500 231.260 406.250 425000 388,250 1242500
TesangunnyaEmbung Kecil w2 5 17,500 50| 175000 00| 380000 00| 350000 100 350,000 497 1242500
;(:;em"” Duta Perenconton FOTBLEMOUNG: | qog 10 30000 7| 56250 i) 5250 100 75000 51 38250 497 255750
b
9850 11,850 15305 23305 28805 90315
Teraks r
elesonaiya PRENI N U ey b 7100 B0l 730 B 9ss0 59 14850 794 18850 % 53000
Embung
Tersedianya data NOP Embung Kesil 15 1,500 5 2500 b 2500 40 4000 40) 4000 145 14500
- Tedaksanarya Demglot Pemantaatan Embung 9| 1.350 5 2.100 2056 [ ) 4455 97 5955 113 18.815

Bidang SDA-Irigasi

Bidang OP SDA-
Irigasi

Bidang SDA-Irigasi

Bidang OP SDA-
Irigasi

DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN
PROVINS!

21 Kebupeten
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Pemeliharasn Jaringan
Irigaai Air Tensh,
Bantaran Sungal dan
Pengendalian Banjir

Pzningkatan Pelayanan
Jasa Konstrukei dan
Laboratorium
Pengujian

- Pembinaan dan
Pengendalian Rencana

=2

=

=

Sepadan Sungai dalam kondisi balk, pada DI 20 23 9956
kewenangan Provinsi
9.956
Terlaksananya Wentifisasi Sepadan Sungar Kerhs 12601 200
pada D | Kewenangan Proninsi
Perp.bangunw rehalilitasi Sepadan Sungal ioh i W46
Kesilis
- Tersedianya data Hdmlogi pada stasiun hdrologi % 20 310
kewenangan provinsi
1450
Penin in Jumish pelstihan is 450
shii konstruksi serts ketersediaan informasi
SIPJAKI
Terizksananya Pelatihan dan serifikasi tenaga 80) 450
- shli Konstuks
Persentase ketersediaan Informasi Jakon 0
kewenangan Provirsi dalam SIPJAKI
Peningkatan Pelayanan Laboratorium 1000
Pengujian, Perbengkelan dan Alat Beratl
Pelayanan Jasa Labaratorium Pengujian 36] 900
Euin 1 100
Pefayanan Perengkelan dan Alat Beral terpakal
Persentase kasasusin fungsi ruang 10 25,00 16.800
(Persentase pengisian ruang sesuai dg
struktur ruan den pola rusng)
Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provnsi 2 KSPalau {6 KSP atau 60000
(KSP) 769% (2308% P
Pembuatan Delineasi Kawasan Statagis Provinsi | 2KSP atau |6 KSP atau %000
{KSP} 769% |2308% *
Program Py
Infastruktur Wilaysh beriasis Tata Ruang pengsian 25% 5000
rugng 10%
Penyucunan Database Pengembangan OKSP atau |6 KSP atau
Infasruur KSP berbasis Tala Ruang 0% baoas 30008
Legalisesi Rencana Tala Ruang DKSP atau |6 KSP atau 20000
0% [2308% ’
Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggarasn OJuknis  [6Jukns afau|
Penataan Ruang 0% 23,06% 12000

8

40,00

10KSP alau
3048%
10KEP atay
38 48%

2%

10KSP atay
38.46%
10KSP alau
38.46%

10 Jutnis
aleu 36 46%

8.856

9.956

8946

810

2900

1450

1.200

250

1450

1250

28.300

100000

15000

12000

i3

1280

240

60,00

14KSP atay
5385%
14KEP atay
5385%

60%

14KSP atay
5385%

14 KSP atau
5335%

14 Juknis
alau 53 85%

9,856

9656

8.946

£10

4700

29.800

140000

21000

12000

7000,

=

7000,

=l

28000

18

270

75

18.KSP stau
69 23%
18 KSP atau
69.23%

2%

18 KSP atau
6823%
18 KSP alay
60.23%

18 Juinis
3t 69 23%

B6

810

5600

2700

790

2150

1750

§1.300

18.000.0

27000

24000

80000

20000

38000

3% 295 35 48.780
9.956 45780
1260) 200 6300 1000
1260 8.546 6300 44730
20 810 450 4050
£.800 21.450
4.300 12560
330 3.300 1020 10.050
100) 1000 100 2500
2500 8200
80 2000 26 7400
5 B0 % 1500
v

80.00 74.400 80 74400

|28 KSP aten 126 KSP atau
100% 28.000.00 100% 25.0000

(26 KSP atau 26 KSP atau
B 3800.00 o 38000
100% 36000 100% 35000

26 KSP ata 26 KSP atau
130000 13000.0

100% e 100%
(26 KSP alau 130000 26 KSP atau G
100% 100%

26 KSP ale 26 KSP atau

100% 82000 100% 200

Bidsng OP SDA-

Schretariat

Bidang Bina Marga

Bidang Penataan
Ruang

DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN
PROVINS

Kawasan

26KSP
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[2 Menciptakan g
Nusa Tenggara)
Timurvang
berkeadilan
sosial

Meninghatnya
ketersadiaan
rumah [ayachuni
an akses
leshadap air
minum serta
Sanitas kayak
bagi penduduk
rmiskin

Pembangunan
Perumahan dan
Pemukiman

B

Ed

Pembuatan dan pembaruan sistem informasi
penatoan ruang dacrah (sosialisast NSPK)

Pelaksanaan Rapat koordnasi TKPRD

Pelaksanaan pengawasan feinis penyelenggaran
penataan ruang {Mangv Pengendalian
Pemanfaatan Ruang)

Penambahan rumah layak huni
teriaksananya pembangunan rumah fayak huni

teriaksananya wentfikas: calon penerima banhsan
hibah penumahan

perumahan
teriaksananya pengawasan rumah layak huni

Persentase rumah tangga menurut air layak
Pembangunan Jaringan Ar MinumiAr Bersih
Pergembangan Jaringan Air MinumAir Berssih
Permusuran Produk Perencanaan Janngan Air
BersihiAir Minum

Perusunan Dalabase Bidang Cipta Kava
Peningkatan Database Janngan Air Bersih/Air
Minum

Peningkalan Kapasias Kelembagaan SPAM
KatyKota

Persentasa rumah tangga manurut sanintasi
identifikasi dan perencanaan sanitas! layak
kawasan

temangunnya MCK laysk kawasan

tathangunnya Tempat Pengolahan Sampah |ayat
terbangunnya Tempat Pengolahan limbah layak

g senllasi
Iayak tawasan

T TPA(Tempalf Akhir)
regional

Terengunnya tempat pengolahan limbah
Peryusunan Masterplan Sanifasi

0 atau
0%

13824

unit

orang

60.16

1sstem
alau 80%

Rekmndasi

Reftmndasi

r
17.924

4.000

21924

4000

73
642000

v
243584

85

o

7000

4000

10000

72112

70.000

1.000

612

2000

327.300

321000

5000

3410712

175

341017320
280
32,000

a0

1 sistem atau
5%

1 Rekrndasi

1 Rekrmndasi

21924

4.000

25924

33

4400

%

78036
6%

20000

12162
70.000
1000
612
220
163.450

£0.000
§0.000

2000

1.000

1202317
175

1201754

43¢
14000

750

1si5M 1 sistem
alau 70% $000 | 753
1 1
12000
g sgon| !
25924 79378 | 20924 [
4000 77000 4900
29924 1100 33024
3 873 3
29924 2420 3924
83 104.450 £
80,000 40000| 40000
240000 60000| 120000
10 10
3000
1 | 1
1 150 1
2 we| 2
b4 1883000 80
1 14 1
111,480 1888471 33444
[ & w [ a7
z 3 1
1 ® 1
1 1 1
1 500 1
4 1500 2

1 sistem atay 1sistem afau
10000 14 1400
0000 o 000 g5og AR
16000 | 1 Rekmndasi 24000 | 1 Rekmndasi 24000
40000 | 1 Rekmndasi 30000 | 1 Rekmndasi 0000
nm 33924 78815 33924 376028
70,000 4000 77.000 20000 364000
1100 34034 1210 145730 5410
5 3 673 155 2578
L
2682 37316 2928 109564 12210
sads0| % 120050 %) 768100
20000 100000 50000 832000 191000
30.000 300000 76000 1020000 255000
10 44 16000
3000 3000
300 i 300 5 1500
150 1 150 4 500
1000 2 1000 L A
e21ses| 920 2286007 %0 9411783
19 1 12 6 947
b
623062 niaso| 2285M0| 5702 9408801
w [ on 3 9 1448
1 2 12 2 122
b
497 1 547 p 2375
14000 1 14000 4 56000
500 1 600 4 2400
750 4 1500 2 4500

Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Bidang Cipta Karya

Bidang Perumahan
Rakyst dsn Kawasan

Permukiman

Bidang Cipta Karya

22 Kabl Kota

22 Kabl Keta

22 Kabl Kota

22 Kabl Kota
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Porsentssa Pencapaian SPM Perumahsn Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman 2 100 671385| 100 1892386 | 100 18427 100 15564 100 17877 100 78508 Rakyat dan Kawasan
Permukiman
y dan PsU 4 400 800 3.00 450 300 495 300 450 300 545 18 2540
y 1 r
b b e e 4 100 4000 40 | sooo | se0 | tsso0 | sg0 | 13s00 300 15000 " 62000
Psy 2 1w [ 1 400 480 300 405 300 w0 [ 3w 405 14 1815
ok 3 812 3 612 3 [ om a2 [ s 3 673 165 2578
Teraksanana serifikasi lahan prodnsi 49629749 | 701461 526085 0461 526 | 701461 526 701461 526 101461 526 | 53137054 2630
T identifikasi dan lahan 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000
Tedaksansrya penyelesaisn Sengrets Tanah 2 300 2 300 2 300 1 150 1 20 8 1250
Teraksanoma dentificas: lanah linkas daerah 2 [ 10 2 [ o 2 100 1 100 1 100 8 500
Teaksananmpensessian’ i lolas!fofas Kbl 1mn 500 SR 500| 556 s0| 5% %| 5% 250 3 1750
Kota : v
Persentase ketarsediaan rumah dengan air Bidang Perumahan
7 . 134 ! 425 411, 411,
s 3 1 oz 24 4613029 | 46 6502119 88 7425786 %0 9411783 20 9411783 m =
tarlaksananya identifikasi ketersediaan rumah Permukiman
dengan air layak
Penambahan rumah |ayak huni darl aspek [ r Bidang Perumahan
13924 14924 110000 | 16824 110000 | 18824 110000 | 17824 110000 | 18924 110000 | 18324 550000
penghunian Rakyat dan Kawasan |
tariaksananya identfikast rurmah layak huni dari 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 5000) 50000 Permukiman
aspek penghunan X
b b b b
Pembangunan Rumah melalui kegiatan Bedah 1000 wooo0| 1000 100,000 1000 100000 1000 100000 1000 100000 500D) 500000
Rumah )
Kabhota yang melaksanskan perbal 2 2200 | 200 4| 20 [ 78| 2200 78| 2200 I 418 2 1.858 Bidang Perumshan
perumahan dan permukiman layak - - Rakyst dsn Kewasan |
terlakeananya identifikasi KabKota yang Permukiman
relaksanakan perbalkan perumahan dan
permmukiman layak
Persentase penanganan kawasan kumuh 0 50 »22| 10 15859 | 90 17486 100 8.893 100 363 100 84802 Bidang Perumahan
terlaksananya identifikasi kewasan kumuh 135 E 50| 193 [ 185 000 05 000 182 19 812 Rakyst dan Kewasan
tatakssnanya perencanaan tawasan kumuh 3 () TS o[ 1932 15[ 000 #s[ 0 w2 1 pp  [Pemukiman
teriaksananya penanganen kawasen kumuh 9658 38632 3863 15453 | 3363 18998 | 1932 8490 0,00 - 19316 79582
P o658 [ 1150 ses [ B BB s 1932 [ %5 om 19316 2287
Tersedianya PSU Lingkungan Kawasan r
Parkotaan dan Pedesaan serta dess Pusst 2 30,00 -| 4000 7.700 | 50,00 8.500( 60,00 8.500 70,00 8.500 70,00 33200
Perdumbuhan
P 4 Jalan Ling P = & k 4
K S Fesites Ui don Sosid 250 7500 250 500 250 500 250 500 0 30000 St i
P F Jalan Li
Perkanioran Kawasan Perkanloran, Fasildas 10 0 500 1000 600 1000 500 1500 19 200
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iaan Rencana Tata

n
Tersusunrya Produk Perencanaan Mastemlan,
DED dan RTBL di Kawasan Strategis Provinsi

Fenatsan Kawasan herdasarkan RTBL

Fenataan Kawasan Pariwisata di Kawasan
Sirategis Frouns!

Penataan Kampurg Tradisional di Kewasan
Strategis Prownsi

Pendampingan Pengelcia Teknis pada
Pembangunan Bangunan dan Rumah Nagara
Peningketan Kapasitas Tenaga Pengelola Teknik
Pembangunan Bangunan Gedung Strategis
Fenyusunan Dekumen Lingkungan

1848

sap4

30,00

30,00
100

4.200

3500

20
6,00
8,00
30,00
1.00

1,00
200

148,800

2500

20000
48000

48000

30000

200
800

800

3000
1.00

2,00

196.300

20000

20000
64000

64000

1000

3000
100

200

215800

4500

20.000
80.000

0.000

30000

2200
6,00
2400
2400

150,00
40

6,00

30500

£0000
192000

182000

2000
20000
1800

Bidang Cipts Karys

22Ksh/ Kota
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjoan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk tahun 2018-2023 secara rinci tertuang dalam Tabel TC.28 (terlampir).

Tabel Bab VII
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Kondisi
) Kinera Target Capaian Sesap Tahun ke o
NG Indikator pada awal pada akhir
pericde petode
BPIMD 2019 2020 2021 2022 2023 RPJMD
T 2) 3) (4} (5) (8) €8 (8) (2}
1 Jumiah Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah 1 3 5 7 9 11 11
Tangga, Perkoctaan dan Industri seria Pulau-pulau
keci
2. Panjang Jaian dalam Kondisi Baik — 2311 2612 2650 2650 2650
3. Panjang Daerah Irnigasi dalam Kondisi \ — 3 41927 44383 49326 48326
4. Jumiah embung dalam kondisi baik | 187 297 397 497 497
5. Perseniase kesesuain fungsi ruang 40 60 72 80 80
6. Persentase Ketersedian Jalan dan Jembatan Ke 22
o (4] 32 84 S5 100 100 100
Pariwisata Estate
7 Persentase Kewersedian Rumah dengan Air Layak 3 17 24 48 &8 S0 S0
8 Penambahan Rumah Layak Huni 13.824 17924 21924 25824 25924 33924 33924
o Penambahan rumah layak huni dari aspek 13.824 14.924 15.824 16.924 17.824 18.824 18.824
penghunian
10 Kab/kcia yang meiaksanakan perbaikan 22 22 22 22 22 22 22
perumahan dan permukiman layak
11 Perseniase Penanganan Kawasan Kumuh 0 50 70 o0 100 100 100
12 Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat 20 100 100 100 100 100 100
dan Kawasan Permukiman
13. Perseniase rumah angga menurut air layak 60,15 73 7e 83 85 90 sC
14. Persentase rumah tangga menurut saniasi layak 38,15 60 67 77 80 S0 S0
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BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjoan Umum dan
Perumahan Rakyat ini mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalom RPJMD Tahun
2018-2023. Oleh karena itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan penilaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam lima
tahun kedepan. Semoga seluruh pengisian ruang dalam kerangka
program dan kegiatan pembangunan sektor terutama sektor
infrastruktur dapat mengacu pada rencana tata ruang yang telah dan

akan disusun dan ditetapkan dalaom peraturan daerah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini
disampaikan penghargaan yang sefinggi-tingginya atas dedikasi dan
kerja keras demi tercapainya Visi Misi Pemerintah Daerah dan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT  dalom

meningkatkan ekonomi masyarakat NTT menuju sejahtera.
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